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GUBERNUR LAMPT'NG

PERATURAN GUBERI{UR LAMPUNG
NOMOR 53 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAIIAN RENCANA KERJA PEMERII{TAH DAERAH
PROVINSI LAMPT'NG TAHUN 2O2O

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GI,'BERITUR LAMPUITIG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OlT
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dal Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Perubahan Rencana Keda Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 perimbangan
Keualgan Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun ,005_2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)j



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Ircmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Vints Di.sease 2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor I Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Covid- 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2Ol9-2O24 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor l0);

11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana
Keq'a Pemerintah Tahun 2O2O (I*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2O2O (trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahurl 2O2O tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Refocusing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vints
Dsea.se 2Ol9;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

2t.

22.

Memperhatikan: l.

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keq'a
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dtsease 2079
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 581);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842
Tahun 2O2O tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2O19 (Covid- 19)
bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Di.sease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Perubahan Anggaran
Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi l,ampung Tahun 2OO5-2O25 (l.embaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan
kmbaran Berita Daerah Provinsi lampung Nomor 314);

Peraturan Daerah Prouinsi t ampung Nomor 13 Tahun 2O19
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2Ol9 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Berita Daerah Provinsi l,ampung
Nomor 500);

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
l,ampung Tahun 2O2O;

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 11912813 /SJ dan Nomor
177 IKMK.OT/2O2O tanggal 9 April 2020 perihal Percepatan
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2O2O dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-l9) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat
dan Perekonomian Nasional;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATTIRAN GT,BERITUR TEITTANG PERT,BAHAI{ REITCANA
KERJA PEMERIITTAH DAERAH PROVINSI LAMPUI{G TAHUIT
2020.

BAB I
I{ TEI{TUAI{ UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan
DPRD alam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD ada-lah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

8. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode I (satu) tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

ll.Rencana Ke{a dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



BAB II
RENCANA KER^'A DAN SISTEMATIKA RNPD

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Provinsi I-ampung Tahun 2020 terdiri dari:
a, buku I : tentang kerangka ekonomi makro, arah kebijakan

keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana program dan kegiatan, dan pendanaan;

b. buku 2 ; tentang program dan rencana kegiatan Perangkat
Daerah Provinsi Lampung.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
rencana pembangunan tahunan Provinsi la-mpung Tahun 2020 periode tanggal
1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2O20.

Pasal 3

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2O20 terdiri dari:
a. pendahuluan;
b. evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun be{alan;
c. kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
d. prioritas dan sasaran pembangunan;
e. renczrna program dan kegiatan prioritas daerah; dan
f. penutup.

Pasal 4

Uraian dan rincian Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(l) Perubahan RKPD Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan Tahun 2020.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. pedoman bagi perangkat daerah da-lam menyusun Perubahan Renja PD

Tahun 2020;
b. acuan bagr Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun

Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2O2O; dan
c. pedoman bagr Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun

Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun 2020.

Pasal 6

Dalam melakukan pembahasan Perubahan Renja PD dengan DPRD, Kepala
Perangkat Daerah berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2020.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan RKA-PD wajib memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. kepala Perangkat Daerah membuat laporan kine{a triwulan dan tahunan atas

pelaksanaan RKA-PD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan
indikator kinerja masing-masing program;

b. laporal sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada
Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi t ampung
paling lama 14 (empat belas) hari setelah triwulan tahun berkenaan berakhir;
dan

c. laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi masukan dan
bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan
perangkat daerah pada anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh
perangkat daerah.



BAB III
KEIEI{TUAIT PIilUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi l,ampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 8 September 2020

GT'BERITUR LAMPUIYG,

ttd

ARII{AL D.'T'NAIDI
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAII PROVINSI LAMPUIYG,

ttd

IT. FAHRIZAL DARMINTO MA
Pemblna Utama Madya

r{rP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAII PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2O2O NoMoR: 53

Salinan se dengan aslinya
KEPALA IILjKtrll,

ZTILFIKAR SH.. MH.
Pembina Utama NIuda

litP. 19680428 199201 I 003






